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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang
Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Putusan No 16/Pid.Sus
'PK/2019/PN Tte dan No. 4S/Pid.Sm-TPK/202|/PN.Plg) yang bertujuan untuk
mengetahui klasifikasi unsur penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana
Korupsi dan juga pads ranah Hukum Administrasi Necgara schingga dapat
membedakan Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah Klasifikasi Unsur
Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan
Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara serta Dasar Pertimbangan Hakim
dalam Memberikan Putusan No 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte dan No.45/Pid.Sus-
I'PK/2021/Pn.Plg pada Pelaku Penyalahgunaan Wewenang dan Mengakibatkan
Kerugian Keuangan Negara Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif
dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pada penelitian i
memiliki hasil bahwa ruang lingkup penyalahgunaan wewenang pada Tindak
Pidana Korupsi berkaitan erat dengan adanya unsur melawan hukum yang apabila
menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dikatakan sebagai suatu Tindak
Pidana Korupsi. Bahwa pada kedua case putusan, majelis hakim berpendapat jika
masing-masing terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
beradasrkan dan memenuhi unsur pada Pasal 183 KUHAP

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pulkma Korupsi
-

r
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan untuk Indonesia dalam pencapaiannya sebagai
negara sejahtera adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak
pidana yang terpilih dalam kajian kapita selekta hukum pidana. Lord Acton
mengatakan bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupt
absolutely” bahwa korupsi dan kekuasaan diibaratkan sebagai dua sisi dalam
mata uang dimana kekuasaan akan lebih cenderung pada perbuatan korupsi. *
Peluang dalam melakukan tindak pidana korupsi oleh seseorang yang memiliki
jabatan dan/atau kekuasaan sangat tinggi, artinya banyak kesempatan dan
dengan leluasa dapat digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut. Telah
terdapat banyak kasus korupsi yang telah mencerminkan penyalahgunaan
wewenang oleh pejabat publik. Meskipun demikian, tidak semua tindakan

pemerintah oleh pejabat publik akan mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Bentuk tindak pidana korupsi ada yang bersumber pada bentuk
penyalahgunaan wewenang dan ada pula berupa kejahatan biasa yang bukan
penyalahgunaan wewenang. Wewenang administrasi merupakan hak yang
diberikan kepada badan atau pejabat pemerintah dalam menjalankan urusan
pemerintahan serta dalam hal pengambilan keputusan maupun kebijakan baik

dalam urusan pusat maupun daerah. Menurut Abdul Rokhim, wewenang

! Odie Faiz Guslan, ‘Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi
Dengan Tindak Pidana Korupsi’, Jurnal Cendekia Hukum, 4 (2018), 1-17.



adalah pengertian yang beranjak dari ranah hukum organisasi pemerintahan,
yang merupakan keseluruhan aturan aturan yang berkaitan dengan perolehan
dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam
hubungan hukum publik.? Badan atau penjabat pemerintah yang memiliki
wewenang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

artinya tidak boleh menyimpang hingga menyalahgunakan wewenang tersebut.

Istilah penyalahgunaan wewenang ini sering dikaitkan dengan korupsi
secara normatif sejak munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.® Penyalahgunaan wewenang
dikategorikan sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana dalam

perkara korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut
mengenai hukum pidana saja, akan tetapi dapat dilihat melalui pendekatan
administratif sejak berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintah, dalam Undang-undang tersebut juga mengatur
mengenai penyalahgunaan wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 17

Undang-undang terkait.*

Penyalahgunaan wewenang sebagai istilah yang dikenal dalam Hukum
Administrasi, namun pada sisi lain merupakan salah satu unsur tindak pidana

korupsi bahkan termasuk dalam delik inti jika merujuk pada Pasal 3 Undang-

2 1bid.,hlm. 18

% Indonesia., UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3 Tahun 1971, LN No.19
Tahun 1991, TLN No. 2958.

4 Indonesia, UU Administrasi Pemerintah, UU No. 30 Tahun 2014, LN No0.292 Tahun 2014,
TLN No.5601. Ps. 17.



undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menyebabkan
penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi berada pada wilayah
“grey area” antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana. Hal ini
menimbulkan kekaburan penafsiran dalam unsur penyalahgunaan wewenang,
apakah perbuatan hukum dalam hukum pidana yang biasa kita sebut sebagai
tindak pidana korupsi dan apakah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai
penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi yang akan diselesaikan
sesuai dengan prosedur administrative sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang No0.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penyalahgunaan wewenang diartikan menjadi sikap atau perbuatan
melawan hukum, melampaui wewenang, memakai wewenang buat tujuan lain
berasal sebagai tujuan wewenang tadi, termasuk kelalaian atau pengabaian
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan
oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menyebabkan kerugian
materiil serta atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Guru
besar hukum administrasi Universitas Hasanudin, Guntur Hamza berpendapat
bahwa keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan akan
memperkuat dan menambah daya dobrak upaya pemberantasan korupsi karena
dengan adanya hal tersebut, ketika adanya dugaan penyalahgunaan wewenang
dapat dideteksi sedini mungkin sebagai wujud upaya preventif atau

pencegahan.®

% Billy Juniarta Dwi Putra, ‘Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi
Sebagai Kompentensi Absolut Peradilan Administrasil’, (Skripsi Universitas Sriwijaya, Indralaya,
2019.



Mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintah pada Pasal
17 dengan muatan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang, akan tetapi
Undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian serta
konsep dari penyalahgunaan wewenang yang dimaksud. Sehingga hal ini
memicu perdebatan mengenai batasan yang jelas tentang penyalahgunaan
wewenang tersebut dan mengenai kapan penyalahgunaan wewenang tergolong

dalam kategori lingkup hukum administrasi negara.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang memilikki
tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga
menimbulkan kerugian bagi negara. Tindak pidana korupsi merupakan suatu
permasalahan yang serius dan biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki
jabatan hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999.°

Menurut Sudarto, unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana

korupsi antara lain :’

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
Mengenai penjelasan “perbuatan memperkaya” memiliki arti berbuat apa
saja seperti mengambil, memindahkan, menandatangani kontrak sehingga

yang membuat perbuatan tersebut menjadi kaya.

% Indonesia, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138
Tahun 1999, TLN No. 3872.

7 Abdul Azis, ‘Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum’, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika
Masalah Hukum Dan Keadilan, 2018, him.1-20.



2. Perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum, unsur ini harus
dibuktikan secara tegas dalam rumusan delik.
3. Perbuatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung

dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.®

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tugas
untuk melakukan serangkaian tindakan dalam mencegah dan memberantas
tindak pidana korupsi melalui berbagai upaya seperti koordinasi, supervisi,
monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang
pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

korupsi sendiri memiliki berbagai bentuk antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri
2. Menyalahgunakan wewenang karena jabatan

3. Penggelapan dalam jabatan

4. Pemerasan dalam jebatan

5. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan

6. Delik gratifikasi

Dewasa ini penyalahgunaan wewenang kerap kali terjadi dan sedang
menjadi sorotan publik dimana diawali dengan Indonesia Corruption Watch
(ICW) yang berpendapat bahwa pelantikan beberapa pejabat baru di lingkup
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai pentuk penyalahgunaan
kewenangan yang dilakukan oleh pimpinan. Pendapat Kurnia Ramadhana

selaku peneliti ICW bahwa yang menjadi dasar dalam pelantikan memiliki

8 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), him. 18.



masalah, dimana struktural KPK seharusnya tidak dapat dilakukan perubahan
dikarenakan dalam aturannya Pasal 26 Undang-Undang No0.19 Tahun 2019
Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No0.30 Tahun 2002 tentang

KPK® tidak adanya perubahan mengenai hal tersebut.

Wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar telah menghimpun aduan dari
masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait penyalahgunaan
wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dihitung sejak tahun
2018 hingga tahun 2021 telah terdata sebanyak 392 aduan masyarakat Provinsi
NTT kepada KPK, dari aduan tersebut salah satunya mengenai

penyalahgunaan wewenang menempati angka tertinggi per 392 aduan.!

Menarik perhatian penulis, bahwa dua kasus ini berhasil menimbulkan
kerugian negara dimana yang pertama melalui APBD Kabupaten Halmahera
Utara dimana seorang Kepala Desa melakukan penyalahgunaan wewenang
dengan memalsukan kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban
dan proposal pencairan dana yang turut dipalsukan dan tidak sesuai dengan
hasil. Kemudian pada putusan yang kedua, terdakwa atas nama Zainab Binti
Ahmad telah menimbulkan kerugian keuangan negara lewat Dana BOS pada
SMA Negeri 13 Palembang dengan menggunakan wewenang yang sedang
melakat padanya. Pada dua kasus diatas memilikki persamaan yakni

menimbulkan kerugian keuangan negara akan tetapi memilikki indikasi

® Indonesia, UU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, UU No. 19 Tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409, ps. 26.

10 Andry Novelino, “ICW Sebut Pelantikan Pejabat Baru KPK Penyalahgunaan Wewenang”
CNN Indonesia, (05 Januari 2021), him.1.

11 Azhar Bagas Ramadhan, “KPK Soroti Banyak Aduan soal Penyalahgunaan Wewenang di
NTT” detikNews, (26 Oktober 2021), him.1.



penyalahgunaan wewenang. Sehingga berdasarkan kasus kasus diatas maka
penulis mengangkat judul penelitian yakni Tinjauan Yuridis Terhadap
Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
dengan Putusan N0.16.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte dan Putusan No.45/Pid.Sus-

TPK/2021/Pn.Plg.
B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah sebagai

berikut :

1. Bagaimana Klasifikasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak
Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum
Administrasi Negara?

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada
Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte dan  No.45/Pid.Sus-
TPK/2021/Pn.Plg pada Pelaku Penyalahgunaan Wewenang dan

Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan agar penulis
lebih terarah dalam menyampaikan hasil penelitian, maka penelitian ini
memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui klasifikasi unsur penyalahgunaan wewenang
administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi

Negara.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam
memberikan  Putusan ~ No.  16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte  dan
No0.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg  pada  Pelaku  Penyalahgunaan

Wewenang dan Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk memberikan manfaat yang
berguna bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat

yang diharapkan yakni sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat memberi pemikiran bagi pengembangan ilmu
hukum pidana
b. Diharapkan dapat menjadi refrensi dibidang karya ilmiah serta bahan

penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti

b. Memberikan manfaat untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir
seiring dengan berkembangnya perubahan masyarakat dan ilmu
pengetahuan

c. Memberikan pemikiran kepada aparat penegak hukum terhadap

penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi



E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat
oleh penulis maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup
pembahasan mengenai kategori penyalahgunaan wewenang hingga perbedaan
penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum pidana dan penyalahgunaan
wewenang dalam ranah hukum administrasi negara Penulis juga menggunakan
putusan hakim sebagai contoh case dari penelitian yang diangkat. Adapun
putusan hakim pertama sebagai case yakni putusan No. 16/Pid.Sus-
TPK/2019/PN/Tte atas nama terdakwa Niklas selaku Kepala Desa Torawat.?
Putusan hakim kedua kedua No0.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg atas nama

terdakwa Dra. Zainab selaku Plh. Kepala SMA N 13 Kota Palembang.
F. Kerangka Teori
Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai
berikut :

1. Teori Penafsiran atau Interpretasi Hukum
Pada kamus hukum Black’s Law Dictionary, bahwa penafsiran
merupakan salah satu cara yang secara khusus untuk menentukan suatu
makna yang terkandung dalam suatu hukum atau dokumen hukum.* Dalam
konsep seperti ini, interpretasi hukum bertujuan untuk mengisi kekosongan

hukum baik kekosongan hukum itu sendiri maupun kekosongan yang terjadi

12 pengadilan Negeri Ternate, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN/Tte, him. 170-171.

13 pengadilan Negeri Palembang, Putusan No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg, him. 142-143.

14 Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum Teori dan Metode, (Jakarta : Sinar Grafika,
2019), him. 3



dalam Undang-undang. Interpretasi hukum sendiri dapat muncul atas latar
belakang atau berdasarkan sejarah perundang-undangan, berdasar pada
faktor sosiologis, berdasar pada penafsiran teleologis, berdasar pada
penafsiran fungsional dan sebagainya.

Definisi secara luas, interpretasi dapat diartikan sebagai suatu
keharusan untuk memahami suatu makna hukum. Apabila dalam metode
hukum, interpretasi dapat dipahami sebagai suatu pemahaman terhadap
dokumen hukum yang dapat menciptakan suatu keraguan akan maknanya
serta penerapannya. Dimulainya suatu interpretasi saat adanya pertanyaan
yang muncul kemudian memilikki beragam jawaban yang merupakan suatu
pilihan atas argumentasi yang muncul, sehingga interpretasi seringkali
berkaitan erat dengan argumentasi.®® Interpretasi sendiri memilikki tujuan
untuk memahami atau memberikan pemahaman sehingga apabila memilikki
suatu pemahaman yang benar dan tepat maka akan menimbulkan

pelaksanaan hukum secara benar pula.

Sejauh ini, ilmu hukum memilikki 9 (sembilan) jenis interpretasi
hukum antara lain sebagai berikut :

a. Penafsiran otentik
Penafsiran otentik merupakan penafsiran dengan melakukan
wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung kepada pembuat
aturan atau perundang-undangan mengenai makna dan tujuan

dibuatnya aturan tersebut.

15 1bid.,.hIm 8-9.
16 Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum : Teori dan Metode, (Jakarta: Sinar Grafika,
2019), him. 48-49
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Penafsiran kebiasaan

Penafsiran kebiasaan merupakan jenis penafsiran yang berdasar pada
aturan aturan sebelumnya yang memilikki kesamaan.

Penafsiran ekstensif

Penafsiran ekstensif merupakan penafsiran bersifat bebas yang
dilakukan kepada suatu ketentuan Undang-Undang pada suatu
masalah yang tak bisa dilingkupi dengan istilah harfiah dalam
ketentuan tersebut.

. Penafsiran gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran yang berdasar daripada
kata-kata ketentuan tersebut.

Penafsiran liberal

Penafsiran liberal merupakan jenis penafsiran yang timbul dari
sesuatu yang diyakini oleh pembaca itu sendiri walaupun penulis tidak
bermaksud demikian.

Penafsiran terbatas

Penafsiran terbatas merupakan penafsiran yang terikat pada prinsip-
prinsip yang ada diluar teks.

. Penafsiran logis

Penafsiran logis merupakan penafsiran yang memisahkan dari kata-
kata harfiah dengaan pemikiran bahwa ada maksud lain yang lebih
menyakinkan daripada maksud penulis.

Penafsiran ketat

11



Penafsiran ketat merupakan penafsiran yang diyakini pembaca ialah
yang semestinya dimaksud oleh penulis dan tidak dileihkan.

I. Penafsiran longgar
Penafsiran longgar merupakan penafsiran yang berdasar pada itikad

baik tanpa mengarah pada prinsip-prinsip tertentu.
2. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Teori penjatuhan putusan hakim terdapat 3 (tiga) jenis putusan
hakim antara lain yaitu putusan pemidaaan, putusan bebas dan putusan
lepas. Dalam menentukan putusan, hakim memiliki pertimbangan
tersendiri sebagai pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan fakta
fakta di persidangan.

a. Putusan Pemidanaan
Putusan pemidanaan ialah apabila terdakwa secara sah dan
meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana yang
telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hakim berhak
menjatuhi putusan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal
193 Ayat (1) KUHAP.Y

b. Putusan Bebas (Vrijspraak)
Putusan bebas merupakan putusan yang apabila terdakwa tidak
terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan menurut hukum atas

perbuatan yang didakwakan terhadapnya, hal ini tercantum pada Pasal

17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, (Jakarta :
Rineka Cipta, 2016), ps. 193 Ayat (1).
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191 Ayat (1) KUHAP,'® makna pembebasan berdasar pada tidak
terbuktinya perbuatan terdakwa pada persidangan maka dari itu hakim
dapat menjatuhi putusan bebas.
c. Putusan Lepas

Putusan lepas dapat dijatuhi apabila dakwaan yang didakwakan oleh
Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa terbukti, akan tetapi
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak
pidana, maka hakim dapat menentukan putusan lepas. Hal ini diatur

dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.®

3. Teori Tujuan Pidana
Secara umum, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni absolut, relatif

dan gabungan yang diuraikan sebagai berikut :

a. Absolut (Vergelings Theorian)

Teori absolut muncul pada abad ke-18 yang dianut oleh
Immanuel Kant, Hegel, dan Leo Polak yang pada intinya
menyatakan bahwa tindak pidana terjadi karena suatu kejahatan
sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur unsur
pemidanaan. Sehingga tujuan pemidanaan sebagai balasan kepada
siapa saja yang melakukan suatu kejahatan. Kata absolut diartikan
sebagai suatu tuntutan mutlak yang dapat dianalogikan dengan
kausalitas sebab seseorang melakukan kejahatan maka akibatnya

ialah dijatuhi pidana.

18 Ibid., ps. 191 Ayat (1)
19 Ibid., ps. 191 Ayat (2)
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Menurut Immanuel Kant, dasar pembenaran pemidanaan
disebut sebagai kategorichen imperative artinya menhendaki agara
setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan tersebut
bersifat mutlak sehingga pengecualian atau pembatasan harus
dikesampingkan. Tenang berat ringannya pidana didasarkan asas
keseimbangan (telio beginsel).

Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai
konsekuensi dari kejahatan. Kejahatan merupakan pengingkaran
terhadap ketertiban hukum sebagai perwujudan cita susila, maka
pidana merupakan negation der negation (peniadaan atau
pengingkaran terhadap pengingkaran). Dalam penjatuhan pidana,
pribadi pelaku dihormati. Menghendaki dialektishe vergelding
(pembalasan bersifat dialektis) adanya keseimbangan antara
kejahatan dengan pidana (menyangkut nilai bukan sejenis).

b. Relatif (Doeltheorien)

Berdasarkan pendirian bahwa tertib hukum perlu
diperhatikan, akibatnya tujuan pidana adalah untuk prevensi. Terdiri
atas 2 (dua) konsep yakni pencegahan secara umum dan pencegahan
secara khusus. Pencegahan secara umum bersifat murni yang
bertujuan untuk menakut nakuti semua orang yg pelaksanaan pidana
dipertontonkan.

Pencegahan umum yang dikarena itu memilikki adagium
bahwa nemo prudens punit, quia peccatum, sed net peccetur (supaya

khalayak ramai betul betul takut maka perlu di muka umum).
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Keberatan yg paling keras di jaman dikarena ada teori dari Von

Feuerbach yang menyatakan bahwa pencegahan tidak perlu

dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberi peraturan

yang sedemikian rupa sehingga orang membatalkan niat jahatnya.
c. Gabungan (Vereniginga Theorien)

Menitikberatkan pada pembalasan dimana orang tidak dapat
menuttup mata terhadap pembalasan sehingga pidana diterapkan
jika dianggap menguntungkan dan memenuhi kaedah kaedah.
Penitikberatan juga terhadap pertahanan tata tertib masyarakat,
sehingga pembalasan bukan merupakan suatu tujuan yang tetap dari
pemidanaan. Artinya gabungan lebih memandang pembalasan dan

pertahanan tata tertib sama atau seimbang.
G. Kerangka Konseptual
1. Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Pidana

Unsur merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari bagian
bagiannya yang lain. Artinya sesuatu hal dapat terdiri atas beberapa
bagian, bagian-bagian tersebutlah yang dapat dinamai dengan unsur.
Sehingga dalam konsep penyalahgunaan wewenang terdiri atas beberapa

unsur sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
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Istilah penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana sebenarnya
telah termuat dalam Pasal 421 KUHP yang berbunyi :%°

“Seorang pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan
memaksan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan
atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara

paling lama sua tahun delapan bulan”

Selain itu, secara umum tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal
423 KUHP, dimana berbunyi sebagai berikut :2*

“Seorang pegawai negeri dengan maksud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan
menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk
memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan
sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara

palig lama enam tahun”

Penyalahgunaan wewenang sangat populer dalam perkembangan
hukum pidana, apalagi berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh pejabat pemerintah. Seiring perkembangannya
Penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu unsur terpenting dalam
tindak pidana korupsi, hal ini dicerminkan juga dalam muatan Pasal 3

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.??

20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wethoek Van Straftrecht), diterjemahkan oleh Andi
Hamzah, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), ps 421.

21 |bid., ps. 423.

22 putra, Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai
Kompentensi Absolut Peradilan Administrasi, him 3
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Istilah penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana, ketika
dicermati tidak jauh berbeda dengan konsep pengertian dari
penyalahgunaan wewenang yang terkenal ada dalam konsep hukum
administrasi negara. Penyalahgunaan wewenang yang menjadi sorotan
dalam hukum pidana yakni pada penyimpangan tujuan dari pemberian
wewenang tersebut.

Istilah korupsi mengacu pada berbgai aktivitas atau tindakan secara
tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan
pribadi atau golongan. Tindak pidana korupsi kerap kali diartikan sebagai
bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan serta keuntungan
individu yang berakar pada permasalahan ketidakadilan sosial yang
berdampak pada seluruh aspek kehidupan.?® Bagi kepala desa, aparat
setingkat camat, bahkan aparat setingkat Gubernur, Menteri bahkan

Kepala Negara, korupsi merupakan persoalan moral.?*
2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi atau administratiefrecht mengandung norma
norma hukum yang berlaku di tata pemerintahan, yang kemudian norma
tersebut dikatakan sebagai patokan oleh para pengguna kewenangan yang
dilakukan badan badan pemerintah. Hal ini dikemukakan oleh Tatiek Sri

Djatmiati, bahwa penggunaan wewenang dapat berupa kepatuhan atau

23 Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
him 3.

2 M.Isa Ahtairi, "Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Palembang)", Poenale
Jurnal Bagian Hukum Pidana (2017), him 1-13.
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ketidakpatuhan terhadap hukum itu sendiri sehingga jika adanya
ketidakpatuhan hukum maka badan pemerintah yang memilikki

wewenang dapat dimintai pertanggung jawaban.?®

Penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara
(HAN) sebenarnya secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Sehingga dalam
penyalahgunaan wewenang yang dimaksud dalam Hukum Administrasi
Negara dimana termuat dalam Pasal 17 merupakan pelampauan
wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang

wenang.
Kerugian Keuangan Negara

Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi maka wajib
untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas perilakunya. Menurut
hukum tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian
diformulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan atau green starf
zonder schuld.?®

Di Indonesia tindka pidana korupsi semakin meningkat, sehingga
hal ini menyebabkan semakin buruknya pula sistem perekonomian di
Indonesia. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara termuat

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

% Bram Mohammad Yasser, “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan
Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi”, (Tesis Magister Universitas
Andalas, Padang, 2018), him.50-51

% Rizgi Akbar Pratama, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Anggara Pengadaan Lift Di BPKD Kota Palembang,” (Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang,
2021), him41
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.
H. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai sarana untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu, maka penelitian ini akan menggunakan

metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis
penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian
hukum mengenai pemberlakukan dan implementasi ketentuan hukum
normatif seperti kodifikasi, undang-undang maupun kontrak secara in
action pada setiap peristiwva hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat. Dalam metode penelitian ini, penulis akan mempelajari
teori teori, asas asas, serta peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan penelitian ini.?’

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
yakni :
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

serta regulasi yang berkaitan dengan fenomena hukum yang sedang

27 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,cet 1 (Bandung: : Citra Aditya Bakti,
2004), him. 134.
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ramai diperbincangkan. Pendekatan perundang-undangan sendiri
dilakukan sebagai rangka penelitian hukum untuk kepentingan
praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.?
Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang
telah penulis uraikan pada latar belakang masalah dan pendekatan
yang berhubungan dengan permasalahan atau melihat pandangan
pandangan serta doktrin yang tengah berkembang dalam ilmu
hukum.?® Kasus yang penulis gunakan merupakan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan No. 16/Pid.Sus-
TPK/2019/PN.Tte dan No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.PIg.
Pendekatan Komparatif (Komparative Approach)

Pendekatan komparatif artinya melakukan pendekatan dengan
metode perbandingan antara peraturan hukum maupun antar putusan
pengadilan dalam suatu wilayah yang berbeda. Sehingga pada
pendekatan ini, penulis dapat menjabarkan suatu permasalahan yang
sama kemudian menemukan suatu pengelompokkan yang berbeda

dan penjatuhan pidana yang berbeda pula.

28 Dyah Onchtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), him. 110.
29 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press,

2010), him. 90
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3. Sumber Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum yang diperlukan, penulis

menggunakan sumber bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang

diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang terdiri dari

3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat seperti

peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Hakim No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte.

Putusan Hakim No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg.

%0 Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun

1999, TLN No. 3886.
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b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur atau hasil
penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku buku,
jurnal jurnal ilmiah, hasil karya dari kalangan praktis hukum, tulisan
tulisan atau doktrin dari para pakar hukum, teori teori hukum serta
pendapat pendapat sarjana melalui literatur yang digunakan oleh
penulis.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan suatu
petujuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum
melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu sumber
yang digunakan sebagai alat pengumpulan data melalui data tertulis
dengan menggunakan “content analysis”.3! Pengumpulan data terkait
dengan penelitian ini akan didapat daru buku buku yang berhubungan
dengan hukum, khususnya buku buku yangberhubungan dengan tindak
pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, jurnal jurnal ilmiah,
serta sumber sumber tertulis lainnya yang penulis dapatkan baik dalam

media cetak maupun media elektronik.32

31 Leni Sulastri, "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang
Dilakukan Oleh Kepala Desa", (Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang,, 2019), him 37.
%2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 2007), him. 21.
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5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif yang
merupakan suatu cara penelitian yang menghasilakn data deskriptif
analsis mengenai apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan
juga perilaku nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai suatu tujuan yang
utuh.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memahami data yang
telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai
benang merah jawaban atas pertanyaan yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini.>*
6. Penarikan Kesimpulan

Hasil akhir penelitian yang telah disusun sesuai dengan tujuan
penelitian kemudian akan mendapatkan suatu kesimpulan, kesimpulan
yang merupakan suatu jawaban atas rumusan masalah dan pertanyaan
oleh penulis yang disusun secara singkat, padat dan jelas mengenai
kebenaran dari penelitian ini.®® Kesimpulan akan disusun dengan
menggunakan cara berfikir deduktif yang mendasar pada hal bersifat

umum kemudian akan ditarik kesimpulan secara khusus.

33 Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV Rajawali,
2001), him.13.

34 Margono, Metode Penelitian, (Jakarta: Rineka Penelitian Cipta, 2003), him. 45.

% Beni Achmad Saehani, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), hIm.93
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Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematiakn penulisan yang baku, maka penulis membuat

sistematikan penulisan skripsi yang terbagi atas 4 (empat) bab, yakni sebagai

berikut :

BAB I:

BAB |1

BAB Il

: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang terdiri
atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan pustaka dari
penulisan skripsi, yang berisi pokok pokok masalah
kemudian akan dibahas dalam penulisan berupa tinjauan
terhadap teori teori mengenai penyalahgunaan wewenang

dan tindak pidana korupsi

: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan atas
rumusan masalah yang telah dibuat, yakni bagaimana
kategori unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak
pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam
hukum administrasi negara dan bagaimana dasar
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan No.

16/Pid/Sus-TPL/2019/PN/Tte dan No.45/Pid.Sus-
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TPK/2021/Pn.Plg pada pelaku penyalahgunaan wewenang
dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

BAB IV : PENUTUP
Pada bab ini memuat kesimpulan beserta saran saran yang

akan menjadi intisari dari hasil penelitian ini.
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